BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR #4{ TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pangganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-undang dan menindaklanjuti Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembanguana Daerah bagi Daerah dengan
masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah
otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten
Ende Tahun 2025 - 2026;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Tingkat [l Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkatl Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan




Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan EvaluasiPembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2025 - 2026.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

-

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang
tersedia.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah
dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende
yang Selanjutnya disebut Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
adalah rencana 5 (lima) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan
strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta
evaluasi kinerja.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-

tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
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(1)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah
rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode
perencanaan Tahun 2024.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewujudkan visi.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan
pembangunan daerah.

Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD
adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta
mengoiah data pembangunan Daerah.

Daerah adaiah Kabupaten Ende.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.

Bupati adalah Bupati Ende.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;

Perangkat Daerah yang selanjutntya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang selanjutnya disebut Kesbangpol
Daerah adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende.
Kepala Kesbangpol Daerah adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Kabupaten Ende.

BAB II
PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional.
Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para

pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
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13.

didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam
jangka waktu tertentu.

Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus
dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD
adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun
terhitung sejak Tahun 2005 - 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun
terhitung mulai Tahun 2019-2024.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk
peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan
kebijakan, berdayasaing, maupun peningkatan indekspembangunan manusia.
Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan
rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkandokumen
perencanaan selama 1 (satu) tahun.

Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat
hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil
pembangunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan
pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satuatau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebihunit
kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara
terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya,
sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk

barang atau jasa.



(3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan

potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesual dinamika perkembangan

daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif,

efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BABI
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1} Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah disusun dengan maksud untuk

(2)

mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang perencanaan

baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam

penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.

Tujuan Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah adalah :

a.

Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Daerah setiap tahun.

. Sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Daerah yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran
(RKA) disetiap bidang.

- Sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang perencanana,

penelitian dan pengebangan di Kabupaten Ende.

- Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas

dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sehingga terjadi sinkronisasi

perencanaan pembangunan secara menyeluruh.

- Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang

perencanan, penelitian dan pengembangan mengenai program-program strategis
yang akan dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.




(1)

BABIV
RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Pasal 5

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tahun 2025-2026 memuat
dan kebijakan serta program kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah yang berpedoman pada Perubahan RPD Tahun 2025-2026.

(2) Sistematika Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan

BAB Il Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah
BAB 1V Tujuan dan Sasaran

BAB v Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII  Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

Pasal 6

Ketentuan mengenai Isi dan Uraian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum pada lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

(1)

2

(1)

(2)

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 7

Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah melibatkan
semua personil aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dan sektor
terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah selama 5 (lima) tahun.

Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kebutuhan-

kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

Pasal 8

Rancangan Akhir Renstra disampaikan kepada Kepala Kesbangpol Daerah untuk
diverifikasi.
Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Kesbangpol Daerah

diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.



{3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Kepala Badan Kesbangpol Daerah menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende
tentang Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah kepada semua,
Pejabat Pengawas Administrator dan Pelaksana lingkup Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Daerah Kabupaten Ende.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KABUPATEN ENDE

Bagian Kesatu
Pengendalian

Pasal 9

Kepala Badan Kesbangpol Daerah melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan
Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:

a. kebijakan perencanaan;

b. pelaksanaan; dan

¢. evaluasi.

Pasal 10

Pengendalian pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang
ditetapkan bersama.

Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan
Administrator lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah meliputi
realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses
pelaksanaan kegiatan.

Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala
Kesbangpol Daerah melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana Ahli Muda
sub koordinator substansi program, evaluasi dan pelaporan yang diketahui oleh

Sekretaris.



Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 11

{1} Kepala Kesbangpol Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
a. Pelaksanaan Kegiatan Program Kesbangpol Daerah; dan

b. Hasil pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

Pasal 12

(1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing-
masing Bidang/Bagian dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Badan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana
pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
daerah; dan

b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing
Bidang/Bagian dalam rangka pencapaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah.

Bagian Ketiga
Perubahan

Pasal 13

(1) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dapat diubah dalam hat :
a. terjadi perubahan yang mendasar, atau

b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.

(2) Perubahan Rensra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Bupati Ende.

BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra
dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau

berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.




Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun
2022 Tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Kabupaten Ende Tahun 2019 — 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapka di E na le
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NOU—' 2024

24P\ B IPATI ENDE,

L 5
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Diundangkan di Ende
pada tanggal || Q)LY‘(JU"\\QU— 2024

T

MERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2024 NOMOR HL)
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PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Eltari Nomo 2 Telepon (0381) 22848

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE
!
Nomor Hb Tahun 2024
PERATURAN BUPATI

Nomor L\Lp Tahun 2024

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Ende

Nomor L\(o Tahun 2024

Tanggal || %QR‘GW\‘W2024
'}. Sekretaris Daerah Kabupaten Ende (

EFREM\DIAKON AINA
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE NOMOR ... . .L"!...TAHUN 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

IS DAN URAIAN RENSTRA

A. DAFTAR Isi Halaman
HATA PENGANTAR ... Y
BAR I PENDBRMNRIEAN. ... e —————— 1

1.1 Latar BelahRang ... sssssessmsssses R e e s s 1
12 Landasan Hukum ...... 2
1.3 Maksud dan TUJUGN ..o srssssssssssssassens 4
18 SbormiRIEN PROMTUMIN oouiscsos nsiasisssisinimmiosioss it O i 4

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERANGCHATDAERAH..............coooooooooooB
21 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ... ieeeennnnn &

22 Sumber Daya Perangkat Daerah ... L1
23 Kinerja Pelayanan PerangROt DOEraN ... ssseseeessessssssemssssessenss 15
BAB Il PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIHS.......... 26
31 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerch . . ... - - & |
32 Penentuom Isoslu SHObeml o i i it i i 22
BAB IV TUNJAN DAN SASARAN 23
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerch 23

4.2 cascading Kinerja PerangRat DaerQha. .. e e oo e e e oo e e e s eeaseeane o 23

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJARAN. ..........oooconiennnrnennseosonsssrensasssmsnsssnseenes 25
BABVI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN................. 26
BAB Vil KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 39
BAB Vill PENUTUP.... 4

“
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B. DAFTAR TABEL

Tabel 21

Tabel2.2

Tabel 23

Tabel 24

Tabel 2.5

Tabel 26

Tabel 31

Tabel 4.2

Tabej 5.1

Tabel 6.1

Tabel 7.1

Tabel 72

Halaman
Pegowai Badan Kesbangpolda Kab. Ende menurut
Kepanghat an/Golongan............ e snssesssesssesssenssns el
PN$ Badan Kesbangpolda Kab. Ende menurut Tingkat
PeNAIAIRAN......covecsecrsresssessrceasssnaessisesssnesssssssssstaressasassnsssassassssssssssssssssssnssmsssssssnsssns sosssssasassanesans 2
PNS Badan Kesbangpoida Kab. Ende yang telah mengikuti Dikiat
BT T IRNINY ccsensrusvnssineswiaassaisossisoiorosssbusiniiisseimibosssmiss .13
SORDNNG DI PN svsessessransmwnomspsinesiinsatuasamsinsasessiissiossinossaiivissiassimsiiis 13
Anggaran dan Redalisasi Belanja Badan Kesbangpoida................. 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpolda...........smsssmssssssss 16
Pemetaan Permasalahn dan Upaya Pemecahan Masalah,,.ooooo 2
Cascading Kinerja Peranglot DOETAN...........o oo sceressssmsssesssssssssssssssssonsessessssssssssns 23
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan............ 25

Rencana ProgramKegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran dan Pendanaan

Indikatif Badan Kesbangpolda Kab. Ende ...............

27

indikator Badan Kesbangpolda Kab. Ende Tahun 2025-2026

39

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Badan Kesbangpolda Kab. Ende Tahun

2025-2026...
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€. DAFTAR GAMBAR Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Kesbangpolda Kab. Ende 10

“
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D. DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusun dan Pembahasan Rancangan
Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende Tahun 2025-2026
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KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan
rahmat-Nya Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ende 2025-2026 ini dapat diselesaikon dengon baik. Perencanaan pembangunan
daerah adalah suatu proses penyusunan program dan kegiatan yang melibatkan berbagai
unsur pemangku kepentingan di dalamnya. Dalam kerangka waktu pencapaian tujuan,
Perencanaan tersebut disusun daiam bentuk Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan
Jangka Menengah, dan Perencanaan Tahunan, yang masingmasing harus selaras satu dengan

yang lain dan memiliki program yang berkesinambungan.

RENSTRA ini merupakan perencanaan tiga tahunan yang merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Strategi
Kebijakan, Program, dan Kegiatan dalam periode tahun 2025 - 2026. Oleh karena ity
perencanaan strategis tersebut merupakan dokumen perencanaan program don kegiatan
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagai acuan/pedoman dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Poli tik Kabupaten Ende. Dalam kerangka tersebut, Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupeten Ende menyusun RENSTRA Tahun 2025 - 2026 sesuai
Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerch Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada
Tahun 2023,

Akhirnya, kepada semua pihak/tim yang telah membantu penyelesaian penyusunan
RENSTRA ini, diucapkan terimakasih, semoga upaya dan partisipasi tersebut merupakan salah
satu wujudnya ta pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Ende, 2024
*Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerahj-
Kabupaten Ende,

GAIIII!I..D, $.508
Pembina Ufama Muda
NIP. 19690521 199503 1 004
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l4 Latar Belahang

Undang -~ Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan kepada pemerintah daerah
untuk melakukan perencanaan pembangunan sebagai bagian dari perencanaan
pembangunan nasional. Kemudian, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang — Undang
Nomor 9 Tahun 2015 juga mengamanatkan kepada pemerintah doerah untuk
melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka
waktu 5 tahun; Rencana Strategis Satuan Kerjx Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
untuk jongka waktu 5 tahun; Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk
jangka waktu 1 tahun; serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja
SKPD) untuk jongka waktu 1 tahun. Amanat Undang - Undang tentang
perencanaan pembangunan daerah di atas dijelaskan lebih lanjut kedalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaon, Pengendalion don Evaluosi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerch tentang RPJPD dan RPIMD, serta Tata
Cara Perubahan RPJPD, RPIMD, dan RKPD.

Penyusunan Rencona Strategis tahun 2025-2026 disusun berdasarkan
Instruksi Menteri Dalom Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa
Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tohun 2023, Kabupaten Ende merupakan
salah satu dari pemerintah kota/kabupaten yang masa jabatan kepala daerahnya
berakhir tahun 2024, sehingga periu menyusun Rencana Pembangunan Daerdh
dan diturunkan dalom Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat
Daerah tahun 2025-2026. Renstra Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende Tahun
2025-2026 disusun berdasarkan RPD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 melalui
beberapa tahapan proses penyusunan Renstra yang mengacu kepada ketentuon
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende;
2 Penyusunan rancangan Renstra Badan Kesbangpolda Kobupaten Ende;
3. Pelaksanaa Forum OPD /Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende;

4. Perumusan rancangan akhir; dan
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5. Penetapan Renstra Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende.

Penyusunan Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Ende Tahun 2024 - 2026
dinilai penting karena:

1. Telah berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah Pada Tahun 2024.

2 Adanya amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetaopan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Bupati, Dan Wadlikota Menjadi Undang-
Undang dalom Pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa untuk mengisi
kekosongan jabatan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wakikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa
jabatannya tahun 2022 dan 2023, diangkat pejabat Gubernur, pejabat
Bupati, dan pejobat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Wadlikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024,

3 Penambahan sub kegiatan pada Program Kegiatan sesuai dengan
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik indonesia Nomor
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasi Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemuktahiran Klosifikasi, Kodefikasi dan  Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.,

Dengan disusunnya Renstra Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende Tahun
2025-2026 maka Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende diharapkan mampu
melaksanakan tugas dan fungsinya untuk meningkatkan kudlitas kebijakan
perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, don evaluasi kinerja.
Keberhasilan peningkatan tersebut adalah untuk mewujudkan tercapainya

sasaran pembangunan daerah dan remstra perangkat daerah.

%2 Landasan Hubum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis

Perubahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende Tahun

2025 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daergh-daerah
Tingkat | dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomeor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 1655);

A Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104);
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10.

n

12,

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Iindonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengenddian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerdh;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Talum 2020 tentang Rencana Kerja Pembangunan
jangha Menengah Nasional (RPIMN)Y Tahun 2020-2024;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perenconoon, Pengendalion don Sualuast Permbongunon Daoerah, Tata Coro Evolaasi
Roncongan Peraturan Daerch Tentang Rencana Pembangunon Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengoh Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

Peraturan Menteri Dalom Negeri Nomor 98 Tahun 208 tentang Sistem Informasi
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik hdonesia Tahun 2018);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Hlasifikasi, Kodefikasi
don Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Yeuongan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ende 2005-2025;
Peraturan Daerah Provinst Nusa Tenggara Timur NomoriTahun 2019 tentang
Perubohan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4
Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomeor 3 Tahun 2020 tentang Penetapan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende({Lembaran
Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Ende Nomor 3);

Peraturan Bupati Ende Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerjo Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende;
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L3. Mahsad dan Tujuan
5:.3.1 Mahsud

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Doerah Kabupaten
Ende disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan
pembangunan pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kobupaten Ende
baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam
penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan public

f.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah adalah:

a Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerjo Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik Daerah Kabupaten Ende setiap tahun.

b. Sebagai pedoman dalom Penyusunan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah Kabupaten Ende yang kemudian dituangkan ke dalom
Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang.

¢. Sebagai arahan kebijokan don strategi pembangunan pada bidang
Kesatuon Bangsa dan pditik di Kabupaten Ende;

d. Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalom menentukan skaia
prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai
dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa don Politik Daerah
Kabupaten Ende sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan

secara menyeluruh.

e. Sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku
pembangunan bidang Kesatuan Bangsa don politik mengenai program-
program strategis yang akan dikembangkan oleh Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah Kabupaten Ende dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ke
depan.

.4 Sistematiha Penalisan
BAB | PENDAHUILLAN, memuat tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB. Il CGAMBARAN PELA.ANAN PERANGKAT DAERAH, memuat informasi
tentang peran (tugas don fungsi) perangkat daerah dalom penyelenggaraan
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urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang
dimiliki perangkat daerah dalom penyelenggaraan tugas dan fungsinya,
mengemukakon capaian-capaian penting yang telah dihasilkan  melalui
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan
capaian program prioritas perangkat doerah yang telah dihasilkan melalui
pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan
utama yang masih dihadapi dan dinilai periu diatasi Renstra Perangkat Daerah
ini.

BAB [lIf PERMAS.ALAHAN DAN [SU-SU STIRAIEGIS PERANGKAT DAERAH,
memuat tentong identifikasi permasalahan berdasarkan tugas don  fungsi
pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi serta program kepala daerah dan

wakil kepdla doerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan

rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

BAB (V TUILUAN DAN 545 4RAN,. memuat tentang rumusan pemyataon tujuan

dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.,

BAB V STRATIFGI DAN ARAH KEBILAKAN. memuat tentang strategi dan arah
kebijakan perangkat daerah dalom lima tahun mendatang.

BAB V! RENCAN.A PROGRAM DAN KEGIAT.AN SERT.A PENDANAAN, memuat
tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif.

BAB VIt KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat tentang
indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukan kinerja
yang akan dicapai perangkat doeroh dalam dua tahun (2025-2026) mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

B.AB. VIl PENUTUP,
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2.1.

Tugas, Fungsl den Sirubitur Peranghat Daerah

Badon Kesotuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 03 Tahun 2020 tentang
Penetapan Badon Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende, serta Peraturan
Bupati Ende Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas don
fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende

2.1.1 Tugas

2.1.2.

EaaiE

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan didukung oleh
Pejabat-pejabat Eselon il dan Kelompok Jabotan Fungsional serta unsur stof yang
tersebar di Sekretariat dan Bidang-bidang. Dalom melaksanakan tugas pokok tersebut
maka Badan Kesatuan Bangsa dan Pglitik Daerah mempunyai kedudukan, tugas pokok
dan fungsi sebagai berikut:

1  Kedudukan
Badon Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepaia Badan yang berkedudukan di
bowoh dan bertanggung jowab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Tugas Pokok
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Podlitik Daerah mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Doerah di bidang Kesatuan bangsa dan Politik Daerah.
Fungsi
Dalom melaksanakan tugasnya Badan Kesatuan Bangsa dan Pdlitie Daerah
Kabupaten Ende mempunyai fungsi:
0 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan Perudang-undangan;

2) Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pembinaan ldeologi Pancasila dan Wawasan
Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan
antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan
don pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadan
nasional dan penanganan konfliik social di Daerah sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan;
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3) Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pembinaan Ideologi Pancasiia dan Wawasan
Kebangsaan, Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri dan Kehidupan Demokrasi,
pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan
antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan
dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan kewaspadan
nasional dan penanganan konflik social di Daerah sesuai dengan Ketentuon

Peraturan Perundang-undangan;

4) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pembinaan Ideclogi Pancasila dan
Wawasan Kebangsaan, Penyelenggaraan Poltik Dalam Negeri dan Kehidupan
Demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan
kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya,
pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan serta pelaksanaan
kewaspadan nasional dan penanganan konflik social df Daerch sesuai dengan

Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5) Pelaksanaan Fasili tasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.
2e%.3. Strubtur Organisasi

Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende,
terdiri dari

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, terdiri dari:
a Sub bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Ildeologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

4. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosiai Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan

5. Bidang Poli ik dalam Negeri

6. Bidang Kewaspadaan Nasional dan penangnan konflik

7. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.31 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayonon administratif di
lingkungan Badan. Dalam melaksanakan tugas, sekretariat menyelenggaran
fungsi koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaon
hubungan masyarakat dan keprotokolan, pelaksanaan pengeloaan keuangan,
pengeloiaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan asset,
pengeiolaan urusan ASN dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan
di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politrik Daerah Kabupaten Ende.
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Sekretaris Badan dibantu oleh 1 ( satu) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian.

» Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
urusan persuratan, urusan tata usaha, kReorsipan, urusan kepegawaian,
urusan perlengkapan, rumah tangga dan pengelolaan barang milik daerah,
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian umum dan

Kepegawdian menyelenggarakan fungsi:

a pelaksanaan urusan persuratan;
b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan:
¢ pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban
kantor;
d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan barang milik daerah;
e. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;
f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata iaksana:dan
9 pengelolaan kehumasan.
Bidang ldedlogi, Wawasan Kebangsoan don Karakter Bangsa

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas badan Badan di bidang ideology, Wawasan
Kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ka dan sejarah kebangsaan

2133 Bidong Ketohanan Ekonomi, Sosbud, Agama dan Organisasi  Kemasyarabatan

2134

5

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi
Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di
bidang ketahanan ekonomi, social, budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama
don penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan,
pemberdaayaan organisasi kemasyarakatan, pemberdayoan organisasi
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan,

pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing

Bidarng Politik dalam Negeri

Bidang Politik dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas badan di bidang pendidikan politk, etika budava politik, peningkatan
demokrasi, fasitasi kelembagaan pemerintahan, kepala daerah serta

pemantauan situasi politik
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21.3.5 Bidang Kewaspadaan Nasional dan penangnarn konflit

Bidang Kewaspadaan Nasional dan penangnan konflik mempunyai tugas
badan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantouan orang
asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaon perbatason antar
Negara, Fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konfiik
di daerah.

2.1.3.6 Kelompok Jabatan Fungsiomnaf

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas tertentu pada Badan Kesatuan Bangsa don Politik Daerah sesuai dengan
kebutuhan.

1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi meiakukan kegiatan
fungsi tertentu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende sesuai dengan keahliannya masing-masing;

2. Setiap Relompok jabatan fungsional dipimpin oleh fungsional senior yang
ada di bawah dan bertanggung jowab kepada Kepala Badan Kesatuan
Bangsa dan Poktik Daerah;

3. Tenaga fungsional dimaksud berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan
oleh Bupati.

Selain Kelompok Jabatan Fungsional terdapat unit organisasi Jabatan

Administrasi dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugos yang memiliki

kesesuaian dengan Jabatan Fungsional yang merupakan unit organisasi yang

karakteristikc tugas dan fungsinga baik bersifat teknis maupun administratif
bersesuaian dan/ atou dopat dilaksanakan oleh jabatan Fungsional.Unit organisasi
Jabatan Administratif dengan ruang lingkup tugos dan fungsi pelaksanaan tugas yang
memiliki kesesucion dengan Jabatan Fungsional terdiri atas sub koordinator

pelaksana fungsi pelayanan fungsionat sesudi dengan ruang lingkup bidang tugas don

fungsi jabatan masing-masing.Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu

Pejcbat Administrator dalom penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,

pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu keiompok substansi pada

masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Sub Koordinator terdiri atas:

1

2
3
4.
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Sub koordinator substansi program dan anggaran;

Sub koordinator Substansi Keuangan;

Sub koordinator substansi ideologi dan wawasan kebangsaan;
Sub koordinator substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa;
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5. Sub koordinator substansi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya:
6. Sub koordinator substansi organisasi kemasyarakatan;
7. Sub koordinator substansi Substonsi pendidikan politlk dan peningkatan

demokrasi;

8 Sub koordinator substansi Fasili tasi Kelembagaan pemerintahan:

9. Sub koordinator substansi penanganan konflik;

10. Sub koordinator substansi Kewaspadaan Nasional dan kerjasama intelijen;

Peraturan Bupati Ende

Nomor

Tanggad

: 62 Tahun 2021

: 27 Desember 2021

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Pelitik Dacrah Kab. Ende

KEPALA

GABRIEL DALA, S.Sos

Kelompok Jabatan 1

Sekretaris

AGNES AGNETA, S5Tp

Fungsional |

Sub Bag Umum &
Kepegawaiar

Robertus Rindu, S.Sos

Analis Keuangan Pusat &
Daerah $S83 Keuangan

Perencana

Emirensiana Meo,SE
Pauius Mario Ndate, 5.Sos

Bid. ldeclogi, Waslbang,
Karakter Bangsa

Aloysius G. Sengga, AMd

Bidang Politik Dalam Negeri

Yuanita Azian S.STP.M.Si

Bid. Wasnas &
__Penanganan Konflik

Bidang Ketahanan Ekonomi,
Sosbhud,Agama&COrmas

Fidelis Scbha, S.IP

Maximinus S.Susanto, S.STP

I

Analis Kebijakan

5.S. Ideologi dan Wasnas

Analis Kebijakan S.S.
pendidikan politik dan
peningkatan demokrasi

Analis Kebijakan

S.5. Bela Negara dan
Karakter Bangsa

Analis Kebijakan 5.S.
Kelembagaan Pemerintahan

Analis kebijakan S.S
Wasnas dan Kerjasama
Inteliien

Analis Kebijakan S.S
Organisasi Kemasyarakatan

Petrus Riwu, S.Sos Mubamad Sarifudin,S.1P

Analis
KebijakanS.S Ketahanan
Ekonomi, Sosbud&Agama

Analis KebijakanS 5.
Penanganan Konflik

Donatus Reri, SE

“
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2+2. Sumber Daeya Peranghat Daerah

dan

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinga, maka Badan Keasatuan Bangsa
Politik Daerah Kabupaten Ende didukung oleh aparatur maupun sumber daya

lainnya berupna asset/barang inuentaris. Adapun kondii sumber daya yang dimiliki oleh
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang dapat digambarkan sebagai berikut

2.2:.1. 3umber Daya Manusia

Berdaosarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Penetapan Badon Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende serta
Peraturan Bupati Ende Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan
organisasi, tugas don fungsi serta tata kerjo Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah Kobupaten Ende terdapat 7 joboton struktural don 10 jobaton fungsional
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende, yaitu :

1. Eselon I : 1 orang
2 Eselon lll : 5 orang
3. Esefon V : 1 orang

4. Kelompok Jabatan Fungsional : 10 Orang

Ddlam melaksanakan tugaos fungsinga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende didukung oleh aparatur sebanyak 23 orang yang terdiri dari 18
PNS dan 5 orang Tenaga Outsourcing keadaaan s/d Bulan Desember 2023. Rincian
Jumiah PNS don Tenaga Kontrak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende berdasarkan pangkat/Gol/Ruang, Tingkat Pendidikan don Diklat
Struktural yang telah diikuti dapat dilihat dalam tabel —~tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Pegawal Badan Keshangpol Daerah Hab. Ende
Menuwrat Kepanghatan/ Golongan

Keadaan Tahun 2023
No Pangkat/ Golongan Jumiah
1 i .pemt;ina UtCI_‘l-'.IO M_u;a _(I\E) ~1orang
| Pembina Tingkat | (IV-b) Oorang
3 | Pembina (V-a) 3 orang |
4 | Penata Tingkat | (ll-d) 9 orang
5 | Penata (ii-c) Oorang |
6. | Penata Muda Tk. ! (il--b) 1 orang
| 7 |PenataMuda(ll-a) |  Oorang :J
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Pengatur Tingkat | (ll-d) 3 orong
P__g_ Pengatur (ll-¢) - lorang
0. | Pengatur Muda tingkat 1 (Ilb) | O orang
1. | Pengatur muda (ll-a) =
. | uru Tei (Fd) O orang
Jurmiah a | ®orang

Sumber dato: Badan Kesbangpolda Des. 2023

Tabel 2.2.
PN$ Bodan Hetbangpel Daerah Hab. Ende
Menural Tinghot Pendidihan
Meadaoan Tahun 2023
No Tingkat Pendidikan Jumiah
1. | Strata 2 (52) Qorang
2. | Strata 1 (51 12 orang
| 3 | Sarjona Muda (D3) 2 orang
4 | SLTA 4 orang
| 5 |SLTP Orang
Jumlah 18 orang

Sumber dota: Badan Kesbongpdldo Desember 2023

Ditinjau dari tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Badan Kesbangpolda
Kabupaten Ende sebanyak 18 orang, tidak ada yang berpendidian 52, berpendidikan Si
sebanyak 12 orang, Diploma Hll sebanyak 2 orang, SLTA sebanyak 4. Peningkatkan
kualitas sumber doya aparatur secara berkesinambungan perlu dilakukan melalui
pendidikan formal baik melalui tugas belajar maupun ijin belajar maupun Dikiat Teknis
don fungsional untuk meningkatkan kompetensi SDM Apoaratur di Bidong Kesatuan
Bangsa dan Politik.

Dalam melaksanakan tugas pokok don fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Daerah Kabupaten Ende didukung oleh tenaga Kontrak yang dibiayai oleh APBD
Kabupaten Ende sebanyak 5 orang dengan rincian berdasarkan tingkat pendidikan

sebagai berikut:
Tabel 2.3
Tenaga Nentrak Bodon Kesbangpelda Kab.Ende Menurut Tinghat Pendidikan
NO | TINGKAT PENDIDINAN ] JOMLAM KET.
|
! st o I ——
I
21 LTA 5
— —

L = —
Sumber data: Badan Kesbangpolda Desermber 2023




Tabel 2.4

PN$S Baodan Hesatuaon Bangia dan Pelikih Doerah Kab. Ende
Yang Telah Mengihatl Dikiat Kepemimpinan
Headoan Tahun 2023

JUMLAH DIKLAT YANGTELAH |
JABATAN DIKUTI
NO JABATAN DIKLAT YANG BELUM
Pim. il | Pim. il | Pim.IV DIKUTI
1 | Kepala Badan 1 r | 1 a -
2. | Sekretaris Badan 1 - 1 1 PIM 1i§
3. | Kepala Bidang 4 - - 3 PIM il 3 Orang,
PIM (V1 Orang
4. | Kasubbag 1 - - PIM M

Sumber data: Badan Kesbangpolda Des. 2023

2.2.2. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung pelaoksanaan kegiaton Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende adalah sebagai berikut:

Tabel 25

Sarana dan Prasarana

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende

NO  QHBE TR ey i | o= LS BARANG |
1 Gedung Kantor Permanen 2 Baik
2 Mobil Tovota New Rush 1 Bdk
3 __Sepeda Motor Honda Win Wcd 1 Baik
4 Sepeda Motor Honda Nf 125 sd 1 Bailz
5 Seneda Motor Honda Nf 125 sd 1 Baik
6 Sepeda Motor HondaMcbWin | 1 | Bak |
7 SepedaMotor |  Honda Mcb Win 1 Baik
8  Sepeda Motor Honda Mcb Win 1 Baik
9 Sepeda Motor Honda Mcb Win 1 Baik
10 Sepeda Motor Honda Tiger GL200 D 1 ' Baik
Ll Sepeda Motor Honda Mega Pro CL 2 Baik
2 Lemari Kayu - 2 Baik
13 Lemari Kayu Lemari Kayu 2 Pintu 4 Baik
14 WMesin Absernsi Fingersport/Revo Duc 158 1 Baoik
BNC

13 Filling Cabinet Besi Brother 3 Bak
14 _Meja Kerja Kayu Kayu 8 Bak
15 Meja Rapat Kayu 74 Baik
16 Meja 1. Biro % Biro - - Baik
w Hursi Tamu Biro 1 Baitk
B Sofa Mahkota 2 Baik
9 Televisi Polytron 2 Baik
20 Wireless Martin Rolond 2 Baik
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2 | CameraFim Canon/EOS 650 D 1 Baik
22 Alat Rumah Tangga Toa/Toa 2 Baik
L Lainnya
23 Alat Homunikasi radio 1 Baik
uhf lainnva
24 Televisi Polytron 2 Baik
25 PC Unit 7] Baik
26 PC Unit ___Intel Core 13 1 Bak
27 PC Unit HP Aio / 22TF0144D 2 Bdk
28 Laptop Toshiba /L8 40 2 Baik
29 Laotop Acer E-1766 o Baik
30 Laptop Asus/X4a1MA 1 Baik
3 Notebook Toshiba/NB510 1 Baik
2 Printer Canon /P 2770 1 Baik
3 Printer Canon MPs27 1 Baik
34 Printer Canon PIXMA / PIXMA 1 Baik
TS307

(Sumber Laporan ventars Barang Niesbangpollina, Neadaarn Dec2023)

Dari tabel sebagaimana tersebut diatas, Badon Kesatuan Bangsa dan pokitik
Daerah Kabupaten Ende memeriukan aset yang baru sebagai penunjang pelayanan
antara lain LCD 1 Buah untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan Pagar Pengaman
Kantor untuk keamanan asset kantor.
2.2.3 Keuangan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende pada tahun 2023
mendapat alokasi anggaran belanja untuk melaksanakan program dan kegiotan yang
tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Alokasi anggaran ini
digunakan untuk membiayai seluruh program/kegiatan yang telah direncanakan.
Secara lebih jelasnya kondisi keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26.
Anggaran dan Realisasi Belanja Badan Keshangpolda Kabupaten Ende 2022-2023

)Anggaran pada Tahun (Rp) | Realisasi Anggaran pada Tahun

JURAIAN Rp)
2022 2023 2022 2023

!BELANJA 5.300.037.980| 7.701.578.938 | 5.204.710.747 | 6.157.657.954
BELANJA OPERASI 5.273.037.980| 7.701.578.938 | 5.197.210.747 | 6.157.657.954
BELANJA PEGAWAI 2.268.547.530| 1.837.278.198 | 2.191.672.292 | 1.837.278.198
BELANJA BARANGDAN JASA|2.074.330.428/ 2.102.000.000 | 2.048.378.433 | 2.096.471.146
BELANJA HIBAH 957.160.022 | 3.757.160.022 957.160.022 2.223.908.618
|BELANJA MODAL < . z
BELANJA MODAL 7.600.000 - 7-500.000 -

Summber ; LRA Badkn Nedbenggealthy Tahur 2023
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2.3 Kinerja Pelayanan Peranghat Daerah

Pencapaian Kinerja peloyanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah

Kabupaten Ende selama 2 tahun periode Renstra (2025 sampai dengan 2026) dapat
dilthat pada table berituut -

“
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Tabel 2.7

KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

[

TARGET RENSTRA SKPD REALISASI RENSTRA SKPD RATIO
NO INDIKATOR SPM | IKK
2022 2023 2024 2022 2023 2024 2025 2026
Cakupan Pembinaan Seni, Budaya,
1 Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi 100% 100% 100% 100% 66,67% 0% 80% 20%
2 | Jumiah Parpol Yang dibina memem | =mem 12 Parpol 12 Parpol 12 parpol | 12 parpol | 1 parpol | O parpol | 12 parpol | 12 parpol
| Jumlah Pembinaan Ideologi, Wawasan | = ¢ & A ¥ 6 “ ’ r
3 | Kebangsaan, dan Karakter bangsa
4 | Prosentase Ormas dibina e 44% 44% 44% 44% 38,96% 0% 40% 40%
Nilai AKIP Badan Kesatuan Bangsa dan |~ e B o B B B s B B
Politik Daerah Kab. Ende

(S FL Sl ST e s e e i e S P oo i PR B 0 e e Ty
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Capdaian indikator-indikator kinerja utama Urusan Unsur Pemerintahan Umum
untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran Misi Kelima Perubahan RPJMD
Tahun 2019-2024 yaitu: “Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Transparan dam
Berkudalitas serta Rasa Aman, Tertib dan Nyaman bagi Pengembangan Usaha dan

Kehidupan Masyarakat” yang diukur melalui pengukuran pencapaion sasaran
indikator kinerja meliputi :

%) Jumiah Pembinaan ideclogi, Wawasan Kebangsaan dan harakter
bangsa

Pada tahun 2023 ditargetkan jumiah Pembinaan ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa yang dilakukan sebanyak 10 Kegiatan yang menghasilkan 8

Dokumen diantaranya:

Kegiatan Hari Lahir Pancasila (1 juni} Tahun 2023
Kegiatan Hari Proklamasi 17 Agustus 2023
Kegiatan Apel Kesadaran 17 Bulan Berjalan
Kegiatan Hari Pahiawan 10 Nopember 2023
Kegiatan Bela Negara
Kegiatan UP2WK
Kegiatan Forum Pembauran Kebangsaan
8. Kegiatan Paskibraka
Namun karena keterbatasan anggaran, makanya redlisasi untuk kegiatan

N os W N

tersebut hanya mencapai 6 kegiatan atau 62,50 % yaitu Kegiatan Hari Lahir
Pancasila (1)uni), Kegiatan Hari Proklamasi 17 Agustus, Kegiatan Apel Kesadaran
17 bulan Berjalan, Kegiatan Hari Pahiaowan 10 Nopember, Kegiatan Paskibraka,
Kegiatan Bela Negara.

2.) jumiah Parpol yang dibina

jumlah partai politik yang dibina adalah jumlah parpol yang tercatat dan
berhak untuk menerima bantuan keuangan yaitu sebanyak 2 (dua belas) partai
politik yang merupakan jumlah partai yong memperoleh kursi pada Pemilu
tahun 2019 — 2024. Regulasi yang mengatur tentang bantuan keuangan partai
poltik dictur doalom Permendogri Nomor 36 tohun 2018 tentong Tato cora
perhitungan, penganggaran dalam Angggoran Pendapatan dan Belanja
Daerah, tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung

jowaban penggunaan bantuan keuangan partai poli tik.

Fasii tasi bantuan keuangan partai politik ini dikoordinir oleh Bidang Poltik
Ddam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ende. Badan

= oy e T s T s e —— e T S Sy =
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Kesbangpot Kabupaten Ende sesuai tugas pokok dan fungsi hanya memberikan
surat keterangan atas pengajuan berkas permohonan bantuan keuangan partai
politik berdasarkan proposal yang dibuat. Atas kelengkapan pernsyaratan data-
data dukung yang disampaikan oleh partai poli tik ke Badan Kesbangpol Daerah
Kabupaten Ende akan dibuatkan check List tersendiri yang ditanda tangani oieh
Tim Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada partai
politik. Besaran bantuan keuangan partai poltik akan disesuaikan dengan
jumlah suara yang diperoleh oleh partai politik tersebut.

3.) Presentase Ormas yang dibina

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas yong berada pada
Bidang ketahanan seni budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi pada
Badon Kesatuon Bangsa don Politin Habupaten Ende. Bidang ini memifiki
peranan dalam pendaftaran Surat Keterangan Terdaoftar di wilayah Kabupaten
Ende untuk Ormas/LSM don kelompok- kelompok organisasi yang berada di
wilayah Kabupaten Ende. Regulasi yang mengatur mengenai pendataan
orgomnisast masyarakat (ormaos), lembago sosial masyarakat diatur berdasarkan
Pemendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman pendataan organisasi
kemasyarakatan di Lingkungan Kementerion Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah sedangkan regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesbangpol Kabupaten Ende
berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada organisasi kemasyarakatan.
Tercatat dari periode bulan Desember 2019 sampai dengan Desember 2023 sudah
terhimpun sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) Organisasi kemasyarakatan (Ormas)
dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang ekonomi,
sosial, budaya, kemasyarakatan dan agama, pendidikan, teknologi dan lain-
lain.jumlah Ormas yang dibina sebanyak 30 ormas sehingga capaiannya sebesar
38,96% sedanghkan target yang ditetapkan dalom RPJMD sebesar 44% dan belum
mencapai target.

4) Cabkupan Pembinaan Agama, Kemasyarahatan dan Ekonomi

Cokupan Pembinaan Agama, Kemasyarakatan dan  Ekonomi
menjawab dua program pada Badon Kesatuan Bangsa dan Pditik Daerah
Kabupaten Ende yditu Program Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
serta Program Peningkatan Kewaspadaon Nasional dan Peningkatan
kuglitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial. Pada program ketahanan
ekonomi memiliki peranan pembinoan Agoma dan Ekonomi. Salah satu

peran pembinaan Agoma yakni Koordinasi kegiatan FKUB dengan

c&ﬂ.ﬂb’n Badan {ﬂ&m?ﬂmldé Takun 2025-2026




Kementrian agama dan para pengurus FKUB Kabupaten Ende. Pembinaan
Ekonomi selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan
Perdagangan mengenai kenaikan harga — harga Sembilan Bahan Pokok
dan Kenaikan Harga di Pasaran, Sedangkon Untuk Pembinaan
Kemasyarakatan melalui  Program Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konflik Sosial melakukan penyelesaian konflik sosial yang
terjadi. Selama tahun 2023 ada 3 konflik sosial yang terjadi di tahun 2023

adalah:

1. Konflik Perkelahion ontara pemuda di Desa Kotabaru Kecamatan
Kotabaru

2. Konflik Hak Ulayat tanch di Desa Detupera Kecamatan Lio Timur

3. Konflik Tawuran antar pelajar antara siswa SMK 1 dan siswa SMK 2 Ende
di Kelurahan Mautapaga Kecamatan Ende Timur

Dari ketiga konflik yang teriadi ada 2 konflik yang sudah diselesaikan yaitu
konflilk Hak ulayat tanah di Desa Detupera don Konflik Tawuran antar

pelajar di kecomatan Ende Timur.

Sehingga Prosentase untuk Cakupan pembinaan Agama, kemasyarakatan
dan ekonomi adalah sebesar 66,67%.

5) Persentase Detelsi Dini dan peningkatan kualitas den fasilitasl
penanganan bonfiik sosial

Pada tahun 2023 target Porsentase Deteksi Dini don peningkatan kudli tas
dan fasilitasi penanganan konflik sosial 100%. capaian terhadap indikator ini
adalah 166,67% dimana jumlah deteksi dini sebanyak 5 kasus dibagi jumiah
Penanganan konflik sosial sebanyak 3 kasus,

2.4 Kelompok 3asaran Layanan

Ddlam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Poli tik maka
kelompok sasaran layanan Badan Kesatuan Bangsa don Politik antara lain sebagai
berikut:

a. Pemerintah Desa

b. Organisasi Masyarakat

¢. Lembaga Swadaya Masyarakat

d. Partai Politik

e. Forum Kewospadaan Dini Masyarakat

f. Tim Kewaspadaan Dini Daerah
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g. Tim Penanganan Konflik Daerah

h. Forum Komunikasi Umat Beragama
L Lembaga pendidikan (SMP, SMA, Perguruan Tinggi)
j. Dinas / Intansi vertikal

Selain sasaran kelompok layanan tersebut, dalam rangka kelancaran tugas den fungsinya,

maka Badon Kesatuan Bangsa dan Politik juga menjalin koordinasi dengan stakeholder

terkait seperti:
1. DPRD
2. Kepolisian Resort
3. Komando Distrik Mili.ter

4. Kejaksaan Negeri

5. Pengadilan Negeri

Adapun Foktor-faktor keberhasilan yong dapat diidentifikasikan berdasarkan factor internal
dan eksternal adalah sebagai berikut:

a Adanya komitmen bersama untuk menjoga situasi Kabupaten Ende tetap
kondusif

b. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secora maksimal

¢ Pemanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah dan masyarakat secara
maksimal

d Teredianya jejaring kerja dan dota yang akurat untuk terlaksananya
perencanaan pembangunan yang partisipatif

e Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara
vertical maupun horizontal, terutama dalam rangka memberi bimbingan,
petunjuk, perintah maupun pengawasan tugas.

f.  Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya.
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PERMASALAHAN DAN I58-13U STRATEGIS

3.3 Permasalahan Pelayanan Peranghat Daerah

Permasalahan didefinisikan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan/kondisi yang

belum sesuai dengan yang diharapkan, sedangkan ksu strategis adalah kondisi atau hal

yang harus diperhatikan atau dikedepankan.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan urusan yang

menjadi kewenangan dan tanggungjowab, Tugas pokok dan fungsi serta indikator kinerja

Perangkat Daerah yang menjadi tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Perangkat

Daerah. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait

dengan uruson yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab dalam Rencana Strategis

Perangkat Daerah 2025-2026 guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini,

maka permasalahan yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain
sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.1 sebagai berikut:

Tabel3.1

Pemetaan Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masaiah

Masyarakat

| mendaftarkan diri untuk

medapatkan SKT

Pregram Permasalahan Upaya Pemecahan Masalah
Program Penguatan | Belum ~ optimalnya | Melaksanakan __EH_
Ideologi Pancasilc dan | pemahaman masyaraokat | pembinaan idelogi, wawasan |
Karakter Hebangsaan tentang ideologi, wowasan | kebangsoan don rosa cinta tonah

kebangsaon dan rasa dnta | air untuk masyarckat  dengan

tanch air cakupan yang lebih luas lagi
Program Peningkatan | Belum ~ optimanya | Lebih aktf mendatangi parpol
Peran Portai Politik don | pemahaman  masyarakat | untuk Menyelesaikan admini stroasi
Lembaga Pendidikan | tentang pentingnya | hibah bantuan keuangan sehingga
Melalui Pendidikan Politik | pengetahuan politik  dan | semakin  tinggi  jumiah  parpol
dan Pengembangan Etika | demokrasi dalam | penerima hibah dan semakin

| serta Budaya Politik penyelenggaraan pemilu | tinggi juga tingkat pendidikan

maupun pemerintahan politik masyarakat
Program Pemberdoyaan Masih adanya ormas yang Lebih aktif mendatangi ormas-
don Pengowasan Organisasi | tidak melapor don tidak ormas yang ada di Kabupaten

Ende untuk memberikan edukasi
dan bimbingan mengenai
peraturan perundang-undangan

Program Pembinaan dan
Pengembangan Ketahanan
Ekonomi Sosial Budaya

Kewaspadaon Nasional dan
Peningkatan Kudlitas dan

t

e

B~ v 7

| Program Peningkatan |

b

Masih adanya konflik
berbasis sosial, ekonomi dan
budaya di Kabupaten Ende

‘Masih adanya gangguan
ketertiban di masyarakat

yang menggangaoul
kondusifitas daerah

I e AN T e S
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Memperkuat kinerja forumforum,
meningkatkan sosi.aisasi,
monitoring dan evaluasi

Meningkatkan detehsi dini

dankewaspadaan,
pemaontapanforumserta kerjasama




J Fasiitasi Penanganan
[ Konflikk Sosidl

dengan instansi terkait untuk :
kroordinasi yang lebih baik J

3.2. su = lsu $trategis Peranghat Daerah
Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 tersebut maka isu strategis
Badan Kesatuan dan Poktik tahun 2025 - 2026 adalah sebagai berikut:
a Belum optimalnya deteksi dini dan sinergitas pemerintah dalam memetakan
potensi konflik
b. Kurangnya sosialisasi tentang wawasan kebangsaan

Kurangnya pemahaman nilai-niiai Pancasila bagi generasi muda

g

d. Rendahnya pemahaman pendidikan politik di masyarakat (partisipasi, etika
politik)

e. Belum optimalnya Pendidikan politikk melalui lembaga pendidikan.

f HKurangnya pemberdayaan, pembinaan dan pengowasan ormos oleh

pemerintah
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Peranghat Daerah Tahun 2025-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa
mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan
akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Badon
Kesbangpol Daerdh Kabupaten Ende.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin
dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. QOleh
karenanya sasaran yang ditetopkan diharapkan dapat memberikan fokus pada
penyusunan program daon kegiatan, Untuk keperluan pengukuron ketercapaion tujuan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan
kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2026.

Mengacu Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende
Tahun 2025-2026, maka Tujuan dan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Tahun 2025 -2026 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Badan Kesbangpol Daerah adalah :
Terwujudnya Stabilitas Daerah yang aman dan tertib

2 Sasaran adalah :
Meningkatnya Rasa Aman dan Nyarman Bagi Masyarakat

4.2 Cascading Kinerja Peranghat Daecrah

Untuk Mengetahui gambaran keterkaiton antara tujucn, sasaran Perangkat
Daerah adalah seperti pada tabel berikut :

Tabe! 4.1,
Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Badan Kesbangpol Daerah Kabupaten Ende
TARGET KINERJA SASARAN
TUJUAN/SASARAN/ INDIKATOR . PADA TAHUN ke (%)
PROGRAM TUIUAN/SASARAN/PROGRAM
Kondisi
2025 2026 Abkhir
Periode
B | 2 -3 -5 -6 =7
Tujucm:
Terwujudnya Prosentase Penyelesci.an Potersi
Stabiltas Daerch Konfiik Sosial L &M 4% 44%
yang aman dan
tertib
- S
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&n&ﬁ-a =5a&m Kﬂfﬂmi‘{ﬂ Taliun 2o25-2026




Sasaram:
Meningkatnya Rosa

Prosentase Penydesaian Potensi

Amaon dan Nyaman Konflik Sosicl % i o o
Bagi Masyarakat
Progror"n; g‘uh - Cakupan Pembinaan Ideolegi,
¥t P Wawasan Kebangsaan dan % 68% % 69%
dan Karakter it
Hebangsaom 9
Program : o T - _ ]
Pend . an Peron Prosentase Parpol Peenerima
Pmt‘al pdgh dcn! " Hibah yong menyelesaikan I
r : ins administrasi sesuai ketentuan dan % 96% 97% 9%
melclui Pendidilkzan
peraturan perundang-undangan
Politik dan h
Pengembangon Etika L
serta Budaya Polit ik
Program : = T G
Demberday:an dan r C — N = s -
i g‘si Masyarakat (Ormas) vong dibina
Kemensyarakatan
Program :
Pembinaan don Prosent ase Penanganan Potensi
Pengembangan Konflik Berbaosis Ekonomi, Sosial % 68% 69% 69%
Ketahanan Ekonomi, don Budayo
Sosial dan Budaya
Program:
Peningkatan
Ilfla it ¥ : dam Cakupan Pelaksanaan Koordinasi
’f‘m s . Kewaspadaan Daerah dan % TT% 8% %
Renimghoton Hualhcs | o gcmen Konftls Sofal
don Fasilit o
Penanganon Konflik
Sosi.al
Sasaran 2: -
Meringkat kon hllal AR Badan Heshangec] Preditat B B B
Akuntabilit as Kinerja
Program : e
Penyelenggaraan Administrasi
Penunjang Uruson Perkantoran Perangkat Daerch 1005
Pemerint chan secara efeltif dan efisien selama 1 % 0% Rk
Daerch tahun
Kabupaten/Kota
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5. Strategl don Kebljakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh
Badan Kesatuan Bangsa don Politik dalom rangka menyelesaikan permasalahan dan
menyikapi isu strategis guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun Strategi dan arah kebijokan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun
2025-2026 dapat dijabarkan pada tabel di bawdah ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

—

social dan budaya

- PY— Strategts frnh Hobiakon
Terwusudnya Stabilitas Meninghatnyo » Penguatan dan > Perumusan Kebijakan
Daerah yang oman don Rasa Aman don | Pembinaan dan Pemantapan
tertib Nyaman Bagi | Ideologi Pancasila Pelaksanaan  Bidang

Masyarakat dan karakter | Ideologi dam Karakter
Bangsa Kebangsaan
» Penguatan dan Perumusan Kebijakan
Pembinaan peran dan Pemantapan
parpol dan Pelaksanaan  Bidang
lembaga pendidikaan politik dan
pendidikan melalui pengembangan  Etika
pendidikan poktik serta Budaya Politik
» Pengendalian, Perumusan Kebijakan
pendataan dan dan Pemantapan
pengawasan Pelaksanaan Bidang
organisasi pemberdayaan dan
kemasyarakatan pengawasan organisasi
kemasyarakatan

Perumusan Kebijakan

> Pengendalian don | dan Pemantapan
pembinaan Pelaksanaan Bidang
ketahanan ketahanan  ekonomi,
organisasi social, dan budaya
kemasyarakatan
terhadap ekonomi,

NI e E

»» Peningkatan Perumusan Kebijakan
konflik social yang dan Permantapan
ditangani setiap kewaspadaan nasional
tahun dan penanganan

konflik sosial !
e LR T e By e S e S P L TR T T TR T EF
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yong telah
di tetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan,
dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untulk tiga tahun mendatang.
Rencana program dan kegiatan, indikator kineria kelompok sasaran dan pendanaan indikatif
dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiotan Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kineria yang
ditengkapi dengan data capaion pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target
kinerja program selama 2 {dua) tahun yang akan datang sebagaimana yong ditampilkan
pada Tabel 6.1

E e - e i W e e e S S e 0 G+ L, Ml ey =L o —ipd o=
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Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiotan/Sub Kegiatan serta Pendanaan Badan Kesbangpolda Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026

Target Kinerja Program dan
indlkator Kinerja Tujua, Data Capaian Awal Kerangka Pendanaan Ut ke Peranglat
G | ki i Pragram / Yegiatan/ Sb Sasaran, Program (Quicome), Perencanaan (Tehun2023) St —
Keglatan Kegistan Qutput) dant Sub B :
Kegistan (Output) : - emmnﬂvgb
Kondisi Knera pads AkhirPariode
Tahun 2025 Tahun 026 Renstra
Perangkst Degrah
" Satuan capaian | Target Ro Target Ro Target Ro
: E Prosentase Penyelasian
i
Terwujudnya Stabiiltas Daerah yang aman dan tertlh Potens! Konfik Sosial

Perumusan Kebijaker Teknis dan | Tenadianya Dokume Badan Kesatuan
8 |01p2|101|  [Pemantapan Peloksanaen Bidang | Nebllokear ekl dert o umpen 5 20000000] s hamhl i ssa000000| BN dn Poltk
Ideologi Pancasila dan Karakter Bidung ideclog!  Paonceslic Daerah
[Bangss Korakter
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang  |jymlah Orang Yang
(declag, Wawasan Kebngsam, mengikuti Pelaksanaan
B [01P2 {107 103bela Negara, Karakter Kebangsaan, |\ oo e | Oring 0 % Oreng 5.000000| 30 Orang 5300000| 60 Orang 10.500.000 | gadan Kesatuan Bangsa
Pembauran Kebangsaan, Bhineka ebijalan 0} Cedlog] dan Poltik Dagrah
Tunggal ka dan Sejarah Wawasan Kebngsaan, Bels
Kebangsaan Negara, Karakter Kebangsaan,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal ka dan
Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Koordinasi d Sidang [ jumiah Orang Yang
8 loba 101 loa Ideologi, Wawasan Ketngsaan, menglkuti Koordinasi d
{ i g i:’:‘tz i?::;(::ﬂ;::a?i:g:i:n' Bidang Ideologi, Wawasan freg 300 300 Orang 150.000.000| 300 Orang 152.500.000| 600 Orang 302500000/ gadan Kesatusn Bangsa
Tunggal ka dan Sejarah Kebngsaan, Eela Negera dan Politik Daerah
Kebangsaan Karakter Kebangsaan,
Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tunggal lka dan
Sejarah Kebangsaan
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi | Jumlah laporan hasl
dan Pelaporan di Bidang Ideolog;, manitoring, evaluasi dan
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Wawasan Kabngsaan, Bela Negara, |pelaperan di Bidang kleclogi, 12 12 5.000.000| 12 Laporan 5500.000| 24 Laporan 10.500.000| Badan Kesatuan Bangsa
0112 107 05 Carakter Kebangsaan, Pembauan  |Wawasan Kebngsaan, Bel Lasoran Laporan dan Politik Daerah
Kebangsaan Bhineka Tunggal ka Negars, Karakter Kebengsaan,
e Sjaeah Kehponzan Pembauran Kebangsaan,
Bhineka Tungga! ika dan
Sejarah Kebangsean
Fembinaan terhadap aktivitas Jumiah Laporan Hasil
kepaskibrakaan dan Purna Pembinaan terhadap
101 (05 baeyd Lapora Badan Kesatuan B.
H1P2 101 (05 pagiibrgea fon cal R 12 2500000 1 3.500.000|24 taporam 6000.000| o T e
kepaskibrakaan dan Laporan '
Purna Paskibraka
Pembentukan Paskibraka ;
0102 [1.01 {05 domitg N PRsigie Orang Badan Kesatuan Ban
7 27 Orang 150.000.000| 27 Orang 152500.000|  540rang 302.500,000 4
din Polltk Daersh
Petaksanaan Tugas Purna Sumlah Laporan Hasil
Paskibaraka Duta Pancasila Pelaksanaan Tu
gas
X Lapora, B: d
0102 101 |05 Purna Paskibaraka Duta o 2 2 2.500.000 12 3.500.000 12 6.000.000 o ::;;;“ ;';::8“ :
Pancasila Laporan Laporan Laporan
Pelaksanaan Tugas Purna Jumlah Laporan Hasil
Paskibaraka Duta Pancasila Pelaksanaan Tu
gas
2| L
o il i Purna Paskibaraka Duta | Po 2 |12 1aporan 250000012 laporan 350000012 faporan 6000000 P e i
Pancasila
Pengangkatan Purna tumlah Pengangkatan
Paskibraka Duta Pancasila b oo paskibraka Duta
102|101 0 o
; - Pancaslia - 2 |27 orang 2500.000 27 Orang 3500000 27 Orang 6000000 **" vty

[Perumusan Kebljaken Tekris dan

Pemantapar. Pelaksansan Bidang

Tersadianya Dokuman

Dokumen

' 1,010,000,000 2010000.000 | Badan Kesatusn Bangsa
Poitk, Peningkatan Demokrasi, | S nianan Pela '“"“i: R dan Polltk Daerah
Sasilitasl Kelembagaan Bidang Bidang Pendidiean
Pemerintahan, Perwakiiandan |Polit, Etka Budaya Podtk,
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—. S — e =
Partai Pol tik, Pemilihan Peningiatan Demakrasi,
Umum/Pemilihan Umum Kepala FasHitasi Kelembagaan
Daecah serta Pemantauar Stuasl | pameintahan, Perwaidlandan
ol Pastat Polisik, Pernilihan
Umim /Pemilihan Umum
Kepals Daenah sertz
Pemantauan Stuasi Politik
Pelaksanaan Kebljakan di Bidang | Jumiah Orang Yang Badan Kesatuan Bangsa
1 103 11.01 03 |Pendidikan Politik, Etika Budays mangikutt Pelaksansan Orang 100 12 Orang |  800.000.000 12 Orang 810.000.000 24 Orang 1.700.600.000 dan Poiitik Daerah
Po!l.t!k. ‘Penmqhun Demokrasi, Kedijakan di Bideng
Fasilitasi Kelembagaan ol !
Pemerintahan, Perwakilandan Pendiditan Poltiy Bta
Partai Politik, Pemilihan Budaya Pol ik, Peningkatan
Umum/Pemilihan Umum Kepala | Demokrasi, Fasiitasl
Daerah serta Pemantauan Situasl  |Kelembagaan Pemerintahan,
Poitk d daerah Perwakilandzn Partai Poiii,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah serta
Pemantauan Situasi Politikdi
daerah
Pelpksanaan Koordinasi d Bidang | jumlah Crang Yang Badan Kesalman Bangsa
O1 103 11.01 |04 |Pendidikan Poltik, Eika Budaya méngikuti Koordinesi di dan Poitik Daerah
:ui:;ik. l?e'(rilngl;un Demokrasi oo g Pendidian Polit Orang X0  [200 Orang| 100.000.000 200 Orang 100.000.000 300 Creng 100.000.000
asllitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Pargw skilandan e
Partai Politik, Pemitlhan Peningkatan Demokrasl,
Umnum/Pemiliban Umum Kepala  |Fasilitasi Kelembagaan
Dagrah serta Pemantauan Situasi  |Pemerintahan, Perwakilandan
Paltix di daerah Panai Politk, Pemilitan
Umum/Pemilitan Urum
Kepala Daerah serta
Pemantauan Situasi Politixdl
daerah
Pelaksanaan Monitoring, Evalussl | Jumiah lapgran hasil Badan Kesatuan Bangsa
01103 |1.01 105 |dan Pelaporan ci Pendidikan monitaring, evaluasi dan dan Politik Daerah
Politik, Etika Budaya Politik, peiaporan di Pendidikan Politk,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitast  |Rtika Bucays Polltik, Laporan 12 12 Laporary  50.000.000 2 50.000.000 24 Laporan 100.000.000
Kelem bagaan Pemerintahan, Peningkatan Demokrasi, Lapoaran
Perwakllancian Partai Politik, Fagifitasi Kelembagaan
Pemi lihan Umum/Pemillkan Pemerintahan, Perwakilanden
Umum Kepaia Daerah serta Partai Politik, Pemifihan
Pemantauan Situasi Politik &i Umum/Pemilihan Limem

&nmn Badan J(me”of& Tahun 2025-2026
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daereh

Kepala Daersh serta
Pemantauan Situasi Politik df
daerah

Pelaksanaan Tugas Paskibraks

Perurmusan Kebijakan Teknis dan

Jumtah Laporan Kegiatan
Paskibaraka

ersedianya Dokumer

Laporan

12 Laporan

Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah

Pemantapan Pelaksanasn Bidang Kebjakan Tekns dan Dokurmen 5 Badan Kesatuan
Bidang Pemberdaysan dan
Pengawasan O:ganisasi
Kemasyarakatan
Pelaksanaan Kebijakan di 8idang  |jumlah Orang Yang
:enff::ran Orr;ns, o menglkutl Pelaksanazn Crang 50 Orang Baden Kesatuan
s S oo e Rog sk
Pengawasan Ormas dan Ormas | endaftaran Ormas,
Ashg di daerah Pemberdayaan Ormas,
Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan
Crmas dan Ormas Ashg di
daereh
Pelaksanean Koordinasi di Bidang | jumlah Orang Yang
l;endaﬂaran Omas, | mengikuti Koordinasi d Badan Kesatuan
emberdayaan Ormas, Evaluasi Orang 50 Orang Bangsggnahpolmk

dan Mediasi Sengketa Ormas,
Pengawasan Crmas dan Ormas
Aging di daerah

Bidang Pendaftaran Qrmas,
Pemberdayaan Ormag,
Evaluasi dan Medias!
Sengketa Ormas, Pengawasan
Qrmas dan Ormas Aslng d

| caersh

L e e e T T —
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Pelaksanaan Manitoring, Evaluasi | jumiah laporan hasi
1 047.01 05 |dan Pefaporan d Bidang monitoring, evaluss) den Baden dl;e‘samqn_k
::r:::tr;m:g:;u. Evas |0 diBidang kepore %2 [12laporsn| 60000000 |12 Laporary 55.000000 24 Laporan|  115.000.000 e~
dan Medlasi Sengketa Ormas, Pendaftaran Orms,
Pengawasan Ormas dan Ormas Pemberdayaan Ormas,
Asing d daerah Evaluast dan Mediasi
Sengketa Omnas, Pengawasan
Crmas dan Crmas Asing dl
daerah
Perumusan Kebijaken Telnks dan | Tarsedianya Dokumen
1105101 | | Pemantapan Pelaksanaen Bidang | iian Teknk dan Dokumen | 2 |4 Dokmen| 110.000.000 5 120.000.000 5 230000000 Balan Koutian
:Jezl;:nm Clock, e Pemantapan Pelaksanaan S | Gokumen 'Egg;jﬁfohm
Bidang Xetahanan Ekonami,
i Sofial dan Budaya
Pelaksenaan Kebljakan o Bidang  |jumiah Orang Yany
01 165 11.01 03 |Ketahahan Ekaromi, Social menglkuti Pelaksanaan Orang 35 |40 0reng | 30000000 |45 Orang 35.000.000 8 65.000:000 Padin Eenauan
Budaya dan Fasitasi Penceganun Kebjskan d Bidang Bangse da Politik
Markotika, Fasiitasi Kerukunan ) Dacrah
Umat Beragama, can Penghayat Ketahahan Ekonem, Sogial,
Kepercayaan d daerah Budaya dan Fasilita
Pencegahan Narkotika,
Fasllitasi Kerukunan Umat
Beragama, dan Penghayat
Kepercayaan di daerah
Pelaksanaan Koardinash Gi 8idang  {Jymlah Orang Yang
0165 [1.01 04 |Ketahahan Ekom?mi,. Social, mengikuti Koordinast di
::c:ka::k:anl::lfltla{t:ls'; :;rlcueng;han e da.ng P mi‘, Orang Lo} 50 Orang | 50000000 |55 Orang 55.000.000 105 105.000.00¢ Bl;:g:: é(:?’(:;?ﬂk
Ut Beragama, dan Penghayat Social, Sudaya dan Fasilitasi Daerah
Kepercayaan di daerah Pencegahan Narkotika,
Fasilitasi Kerukanan Umnat
Beragama, dan Penghayat
rKeper:ayaun o daersh

Renstra Badan K esbangpolda Takiun 2015-2028




1 josf.

Pelsksanaan Monltoring, Evaluasi
dan Pelaporan di Bidang
Ketahahan Ekonomi, Sodial,
Buctaya dan Fasilitas Pencegahan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan
Umat Beragama, dan Penghayat
Kepercayaan di daerah

Perumusan Kebijakan Teknis dan
Pemantapan Pelaksanzan
Kewaspadaan Nasional dan
Penanganan Konfllk

Jumlah laporan hasil
monitoring, evaluas! dan
pelaporan d Bidang
Ketahahan Ekonomi, Social,
Budaya dan Fasilitas:
Pencegahan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Uat
Beragama, dan Penghayat
Kepercayaan di daersh

Tersedianya Dokumen
Kebijakan Teknls dan
Pamantagan Pelaksapaan
Kewaspadaan Nasiona! dan
Penanganan Konflik

Laporan

Dokumen

35.000.000

270.000.000

Badan Kesatuan
Bangse dan Politik
Daerah

Badan Kesatuan
Bengsa dan Politik
Dacmh

01 06 1.

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dirv, Kerjasama
ntefljen, Pemantavan Crang
Ashg, Tenaga Kerja Asig,
Kewaspadaan Perbatasan antar
Negare, Fasii tasi Kelembagaan
fidang Kewaspadaan serta
penanganan konflik di daersh

Jumiah Orang Yang

mangikuti Petaksanaan
Kebijakan di Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intellen, Pemantauan Crang
Asing, Tenaga Kerja Asing,
Xewaspadaan Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan serta
penanganan konflk d daersh

Orang

125.000.000

45 Orang 15000000

Badan Kesatuan
Bangsa dan Polink
Daerah

01 06 |1.

Pelaksanaan Koordinasi df Bidang
Kewaspadaan Dini, Kerjasama
Intelijen, Pemantauan Crang

Asing, Tenaga Kerja Asing,

Kewaspadaan Perbatasan antar
Negers, Fasilitasi Kelembagaan
Bidang Kewaspacaan serta
penanganan kenfllk d daersh

Jumiah Orang Yang

mengikuti Koordinasi &
Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerjasama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing,
Tenaga Kerja Asing,
Kewaspadasn Perbatasan
antar Negara, Fasilitasi
Ketembagaan Bidang

Orang

25.000.000

Badan Kesauan
Bangsa dan Politik
Daergh

e e e e g e
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Kewaspadaan serta
penanganan konfik d daerah
Pelsksanaan Monitoring, Evaluasi | Jumia lapcran hasll Badan Kesatuan
& 01061101 (05 |dan Pelaporan di Bidang maitofing, evaluasl dan Bangsa dm Politik
Kewaspadaan Dini, Kerjasama e | aporan 12 12 Laporari20.000.000 12 Laporan20.000.000 40.000.000 Desrah
pelsporan d Bicang
Inteljjen, Pemantauan Orang
Asing, Tenaga Kerja Asing, Kewispadaln Din, Kerjasama
Kewaspadasn Perbatasan antar | Intelien, Pemantaua n Orang
Wegara, Fasiltasi Kelembagaan Aging, Tenaga Kerja Asing.
Bidang Kewaspadaan serta Kewaspadaan Perbatasan
penanganan konflik di daerah antar Negara, Faskitasi
Kelembagean Bidang
Kewaspadaan serta
penanganan konflik di daerah
Peiaksanaan Forum Koordinasi Jumlah dokumen hasl Badan Kesatusn
[ ©01jp61.01 |06 |Pimpinan Daerah Kabupaten pelaksanaan Forum Ba"g"é:::;hp“i“’k
Koordinusi Pimpinan Dagrah Dokumen 12 12.Laporani200.000.000 12 210,0600.000 410,000,000
Kabupaten
Terwupudnya Stabilitas Daerah yang sman dan terth Prosantase Penyelesian .
Potens! Konfik Sosil 56% % X
Maningiatnys Akuntabilitas Kinerja Nilai AXIP Badan Kesbangpol ]
vy ) Daerzh Kab. Ende - Nilgt B B 8

Renyusunan PerencanaanPerangkat |/umlah Dokumen Badan Kesatuan
§ |eqaniRay ot DaZrah : Perencanaanperangkat Dok 3 Exame 4 230 10 nogam Bangsa dar: Politlk
Daerah Daerah
i & umiah Dokumen RKA-SKPD dan Badan Kesatuan
1K i P i o’
s |o|ofeon fodb e cn Kapone Gl Keoodha Dokumen ! 2500000 ! 2500000 2 Dok 5000000 Bangsa dan Politik
4 Pemyusunan Dokumen RKA- Daerah
SKPD
Jumiah Dokumen Pen:hahan Badan Kesatuan
- . i Bangsa dan Politik
5 |orJorfaon Joafoordinasi dan Ponyusunan PP kit | L. 1 5000000 1 5000000 2 Dok 10.000.000 ¢
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Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi Penyusunan
Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Daerah

Jumniah Dokumen DPA-SKPD

Badan Kesatuan

enyediaan Gaji dan Tunjangan

07 asn

=

KinerjaPerangkat Daerah

Jurnlah Orang yang Menerima
Gajidan Tunjangan ASN

Orang/buian

2.500.000.000

2,550.000.000

20/14

5.050,000,000

Koordinasi dan Penyusunian ; i :
04 hPA-5KPD gdanlaporan Hasi Koordinasi Dokumen 5000.000 5.000.000 2 Dok 10.000.000 Bangsa dan Politik
Penyusunan Dokumen DPA- Daerah
SKPD
Jumlah Ookumen Perubahan Badan Kesatuan
vordinasi dan Peryusunan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Bangsa dan Politik
Perubahan DPA. SK!;D Koordinasi pgnyus:nan Dhgmen 5000.000 5000000 2 Dok 10.000.000 - Daerah
Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
lumiah Laporan Capalan Badan Kesatuan
a Kinerjadan lkhtisar Realigasi Bangsa dan Politik
Koordinasi da:1 Pemsunan Kineria SKPD dan Laporan Diasral]
06 Laporan Capalan Kinerla dan o Laporan 3000000 4.000.000 24 laporan 7.000.000
fkhtisar Realisasl Kinerig §kpp |8l Koordinasi Pemyusunan
LaporanCapaian Kinerja dan
Ikhtisa r
Realisasi Kineria SXPD
o7 valuasi Kinerja PerangkatDaerah | fumlah taporan Evaluasi —— 3000000 — — —— a::::: g::a;::;k

Daerah

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
DCaerah

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Jumiah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanazn Tugas ASN

Dokumen

10.000.000

10.000.000

2 Dk

20000000

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Daerah

Peiaksanaan Penatausahaandan
03 |Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasl Keuangan
SKPD

Dokumen

16..000.000

10..000.000

12 Dok

20..000.000

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Daerah

Koordinasi dan Pelaksanaan
04 | Akuntansi SKPD

Jumlah Dokumen Koordinas!
dan Pelaksanaan Akuntansi
SKPD

Dokumen

10.000.000

10.000.000

12 Dok

20.000.000

Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Jumiah Laporan Keuargan
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011202 |p5[Laporan Keuangan Akhir Tahun | Akhir Tahus SKPD dan Laporan 12 12 10.000.000 12 10.000.000 12 20.000.000 Bangsa dan Politlk
SKPQ Laporan Masl! Koordasi Laporan Daerah
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pergelclaan dan Penyispan Juntah Dokumen Bahan
> P01 202 |06 | Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |Tanggapan Pemericsaan dan | Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 2 Dok 20.000.000 Bangsa dan Poiitik

Tindak Lanjut Pemerlksaan Daerah
Jumifah Laporan Keuangan
Koordinasi dan Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/

Badan Kesatuan

Badan Kesatusn
Bangsa dan Politik

5 10202 07| o Keuangan Busnany | Semesteran SKPD dan Laporen | Laporan 12 12 5.000.000 12 5.000.000 12 10.000.000 Daerah
Triwalanan/ Semesteran SKPD | koardi nasi Penyusunan Laporan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwuianan/Semester
an
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Jurnlah Dokumen Pelaporan Badan Kesatuan
5 DU 011202 08 | andiisis Pragnosis Realisasi dan Dokumen 2 12 5.000.000 12 5,000,000 24 Dok 10.000.000 Bangsa dan Politik
Anggaran Analisis Prognosis Reallsasi Daerah

Anggaran

Penyusunan Perencanaan Jumlzh Rencana Kebutuhan Badan Kesatuan
5 o1 ot 203 01 |ehutuhan Barang Barang Miik Daerah SKPD Dakumen 1 5.000.000 1 10.000.000 2 Dok 15.000.000 Bangsa dan Pofitik
Miik Dagrzh SKPD Daerah
5 101203 02 |pengamanan Barang Milk Jumiah Dokumen Dokumen 1 5.000.000 1 10.000.000 2 Dok 15.000.000 Badan Kesatuan
Daerzh SKPO Pengamanan Bangsa dan Politik
Barang Milk Daerah SKPD Diseca
Julah Laporan Hasil Penilaian Badan Kesatuan
5 PUO11203 03 |\ dinasl dan Penilaian Barang |Barang Milk Daersh dan Hasil | Laporan 1 5.000.000 1 5000000 2 Laporan 10.000.000 Bangsa dan Politik
Milik Daerah SKPD Koordinasi Penilaian Barang Daerah
Milik

Daerah SKPD

Pembinaan, Pengawasan, dan  [Jumiah Laporan Hasl Badan Kesatuan
01 01 1203 04 | pengendalian Barang Milk Pernbinaan, Pengawasan, dan | Laporan 12 5.000.000 12 5000000 24 10.000.000 Bangsa dan Politlk
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Daerah pada SKPD Pengendali an Laporan Paerah
Barang Millk Daerah pada
SkPD
Rekonsiliasl dan Penyusunan  |Jumlah Laporan Rekonsiiasi Badan Kesatuan
5 1 ot 203 o poran Barang Millk Deerah  |dan Penyusunan Laporan Laporan 12 2500.000 12 5.000.000 2% 75.000.000 Bangsa dan Politik
1pada SkPD Barang Milk Laporan e
Dagrah pada SKPD
5 101 01203 P6Renatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Laporan 100 2.500.000 100 5.000.000 100 7.500.000 Badan Kesatuan
Daerah pada SKPD Penatausahaan Bangsa dar Polltik
Barang Miik Daerah pada Dlagean
SKPD

eningkatan Sarana dan Jumlah Unit Peningkatan Badan Kesatuan
Prasarana Disiplin Pegawai Sarana Unit 1 10.000.000 15.000.000 2 Unit 25.000.000 Bangsa dan Politk
dan Prasarana Disiplin ) Coerah
Pegawai
Pendataan dan Pengoiahan Jumiah Dokumen Pendataan - Badan Kesatuan
5 10107 1205 |03 kdministrash Kepegawaian dan Pengolahan Administrasl | Dokumen 100 10.000.000 10.000.000 250 20.000.000 Bangsa dan Poiltik
Kepegawaian 130 Dokuemn Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumizh Dokumen Hasil - Badan Kesatuan
5 |G1D1/2.05|045istem Informasi Kepegawaian  |Koordinagi dan Pelaksanaaan | Dokumen 12 20.000000 20.000.000 24 40.000.000 Bangsa dan Politik
Sistern 2 Dokumen Daerah
Informasi Kepegawaian
Menitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Monitoring, - 10.000.000 5 10.000.000 20.000.000 Badan Kesatuan
5 |04 011205 |05 |peniaian Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilalan Kineja | Pokumen 30 Bangsa dan Politik
Pegawal Dokumen Paerah
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan . Badan Kesatuan
5 |01)0112.05 |99 |pegawai Berdasarkan Tugas dan  |Tugas dan Fungsi yang Orang 1 35.000.000 35.000.000 2 Orang 70.000.000 Bangsa dan Politik
Fungsi Mengikuti Pendidikan dan l Daeral
Pelatinan
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Eenyediaan Komponen Instalasi | Jumlah Paket Komponen Baclan Kesatuan
5 |01|011206 | Oigtrik/Penerangan Bangunan | Instalasi Paket 2 1 5.000.000 1 5.000.000 1 10.000.000 Bangsa dan Politik
JKantor Listrik/Penerangan Banguaan Daersh
Kantor yang Disedlakan
Penyediaan Peralatan dan Jumiah Paket Peralatan dan Badan Kesatuan
5 |01 |07 206 02 pertengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Paket 2 2 10.000.000 2 10.000.000 2 20.000.000 Bangsa dan Politik
Disediakan Daerah
5 D1 206 03 |gahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Paket 3 3 10.000.000 3 10.000.000 3 20.000.000 Badan Kesatuan
yang Disediakan Bangsa dan Politik
Daerah
> 01 1011206 05 peryeciaan Barang Cetakan dan |Jumiah Paket Barang Cetakan Paket 2 2 10.000.000 2 10.000.000 2 20000.000 Badan Kesatuan
| Penggandaan dan Bangsa dan Politik
Penggandaan yang Disediakan Daerah
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Badan Kesatuan
5 01 0% 206 06 |Peraturan Perundeng-undangan | dan Peraturan Perundang- Dokumen 1 1 10.000.000 1 10.000.000 1 20.000.000 Bangsa dan Politlk
Urdangan yang Disediakan Daerah
5 Fasifitasi Kujungan Tamu Jumlah Laporan Fasiitasi Kali 12 12 30.000.000 12 20.000.000 12 50.000.000 Badan Kesatuan
Kunjungan Tamu Bangsa dan Politik
Daerah
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi |Jumlah Laperan Badan Kesatuan
5 01 J01 206 09 |dan Konsultast SKPD Penyelenggaraan Rapat Laporan 12 12 100.000.000 2 100.000.000 12 200.000.000 Bangsa dan Politik
Koordinasi dan Konsuitasi Daerah
KPD
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumiah Unit Kendaraan Dinas Badan Kesatuan
5 0101|207 |2 |Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang Unit . 2 30.000.000 ) 20.118.379 4 unit 60.118.379 Bangsa dan Politik
Diseclakan Daerah
5 |01]01/207 |05 |sengadaan Mebel Jumiah Paket Mebel yang Unit . 2 30.000000 2 20.000.000 4 Unit 50.000.000 Badan Kesatuan
Disediakan Bangsa dan Politik
Daerah
5 |01]01|207 |06 |pengadaan Peralatan dan Mesin  |Jumiah Unit Perafatan dan Mesin Unit s 2 30.000.000 2 20.000.000 4 Unit 50.000.000 Badan Kesatuan
Lainnya Laihnya yang Disediakan Bangsa dan Politik
Daerah
Pengadaan Sarana dan Prasarana  |lutiah Unit Sarana dan = Badan Kesatuan
5 [61]0 (207 |10 |Gedung Kantor atar Bangunan Prasarana Gedung Kantor atay Unit Bangsa dan Politik
tahnya Bangunar 2 20.000.000 3 20.000.000 4 Unit 50.000.000 Daerah
Lainnya yang Disediakan
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enyediaan Jasa Swat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | Laporan 47288682 12 77.288.682 Badan Kesatuan
Surat Menyurat R 12 Laporsn Bangsa dan Politk
I Daerah
Penyediaan Jasa Kemunikasi, Jumlah Laperan Penyediaan Jasa Badan Kesatuan
5 208 |028umber Daya Alr dan Listrik Kamurnikast, Sumber Daya Alr Laporan 3 3 47.288682 3 30.000.000 6 Laporan 77.288.682 Bangsa dan Politik
dan Listrik yang Disediakan Daerah
Penyediaan Jasa Peralstan dan Jumlah Leporan Penyediaan lasa Badan Kesatuan
5 0101|208 03perlengkapan Kantor Peralatan dan Periengkapan Laporan il 1 47.288.682 ] 30.000.000  Lagoimn 77.288.682 Bangsa dan Politik
Kantor yang Disediakan Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umurs | Jumlah Laperan Penyediaan fasa Badan Kesatuan
000!
5 0101 208 [04 |Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Laporan 12 12 47,288.682 12 SRSl Mg 77.288682 Bangsa dan Politlk
Disedlakan Daerah

Penyediaan Jasa Pemetiharaan, Jumiah Xendaraan Perorangan Badan Kesatuan
iaya Pemeliharaan, dan Pajak Dinas ateu Kendaraan Dinas Unit 2 Unit Bangsa dan Politik
Kendaraan Perorangan Dinas sty | Jabatan yang Dipelinara dan Daerah
Kendaraan Dings Jabatan dibayarkan Pajaknya
Peryadiaan Jase Pemaliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Badan Kesatuan
Biaya Pemellharaan, Pajak can Operasioral atau Lapangan yang Unit 10 Unit Bangsa dan Politik
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak Daerah
Operasional atau Lapangan dan Perizinannya
Pemeliharasn Peralatan dan Mesin |Jumlah Peralatan dan Mesin Unit 6 Unit Badan Kesatuan
Lainnya Lainnya yang Cipelihasa Bangsa dan Politlk
Daerah
Pemeliharazn/Rehabllites! Gegung | Jumlah Gedung Kantor dan Badan Kesatuan
Kantar dan Bangunan Lainnya Bangunan yang Unit 4 Unit Bangsa dan Politik
Dipefihara/Direhabilitas] Daerah
Pemelibaraan/Rehabilitasi sarana  [Jumlah Gedlng Kantor dan Badan Kesatuan
5 |01]07(208|08|dan prasarana pendukung Banguran yang Unit - 2 12.000.000 2 14.000.000 4 Unit 26.000.000 Bangsa dan Paiitik
?:_du"n Kantor dan Bangunan Dipelihara/Direhabiitasi Daerah
inva
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Pada bagian ini akan dikemukaan indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Daerah Kabupaten Ende yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai

dalam 2 (dua) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran

RPIMD.

Indikator Kineria Program Badon Kesatuan Bangsa dan Politlke Daerah Kabupaten Ende

dengan rincian sebagaimana terlampir.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupeten Ende yang

mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

PR = — g R e S e T e e e S I o8 B LR e -
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HONDISI
TU]:.T I?l::;SAA];oARRAN KINERJA PADA TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE - (%)
AWAL RPIMD
(ANGHKA) Kondisi Akhir
2025 2026
Periode
-f -2 = e =
Prosentase e -—
Penyelesaion Potensi 40% 45% a6% 46%
Konflik Sosial
"Nilai AKIP Badan
Kesatuan Bangsa dan B B B B
Politik
== E s |




Tabel 72

Indikator Kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupeten Ende

yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
TARGET KINERJA SASARAN PROGRAM PADA TAHUN
KOND#SI
INDIKATOR PROGRAM KINERJA PADA KE - (%)
AWAL RPJMD o AR
20725 2026
Periode
~f -2 -3 -4 =5
Penyelenggaran Administrasi
Perkantoran Perangkat —
Daerch Secara Efeltif dan 0% 0% 100%
Efisien Selama 1 Tohun
| Cahupan Pembincan Idelogi,
Wawasan Kebangsaan dan 66% 67% 68% 68%
Karakter Bangsa
Prosentase Parpol penerima =
hibah yang menyeselesaikan
admini strasi sesuai ketentuan 91,60% 95% 96% 96%
dan perundangan -undangan
yang beriaku
Prosentase Penanganan
Potensi Konflik berbarsis 66% 67% 68% 68%
ekonomi. Sosial dan Budaya
Cakupan Pelaksanaan = == = = =
Koordinasi Kewaspadaan
Daerah don Penanganan Lo e ™ e
Konflik Sosial
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Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende tahun
2025-2026 merupakan rencana tindak yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi
dalam rangka pencapaian tujuan selama kurun waktu dua tahun untuk melaksanakan tugas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik.

Renstra hanyalah dokumen perencanaan, sebaik apapun isi dari Renstra ini tidak akon
mampu merubah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Ende menjadi
Perangkat Daerah yang akuntabel dan berhasi mewujudkan kinerja tanpa adanya
komitmen dan upaya sungguh-sungguh dari seluruh aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Ende.,

Menjadi sangat penting untuk dijalankan oleh kta semua jajaran Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kabupaten Ende, bahwsa program dan kegi atan, sub kegiatan yang telah
disusun dalam Renstra menjadi kewajiban untuk dilaksanakan. Program dan kegiatan serta
sub kegiatan yong tertuang dalom Renstra ini harus dapat dicapai dan dapat
dipertanggungjowabkan kepada publik, sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut
terfibat dan bertanggungjawab dalam mencapai tujuan.

Oleh karena itu Sumber Daya Manusia merupakan komponen organisasi yong sangat
vitad dan berfungsi sebagai penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara
profesional dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
krebijakan dan prosedur yang tepat.
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